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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan
pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan
kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada
Mahkamah Agung;

bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun
2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak masih
terdapat kekurangan dan belum dapat menampung
perkembangan kebutuhan dalam proses pemeriksaan
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan
Pengadilan Pajak di Mahkamah Agung, sehingga perlu
disempurnakan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan

Pengadilan Pajak;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud

dengan:

1. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap
Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak beserta penjelasannya.
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Pemohon adalah pihak yang sengketanya telah diputus
Pengadilan Pajak.

Permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum
luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa
dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak.
Pemeriksaan dengan acara cepat adalah pemeriksaan
yang dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal
Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak.

Pemeriksaan dengan acara biasa adalah pemeriksaan
yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan
Pasal 64 yang termuat dalam Bab IV Bagian Kelima
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak.

Surat Pernyataan Bukti Tertulis Baru adalah surat
pernyataan yang dibuat oleh pemohon yang berisi
keterangan tentang hal yang terkait dengan bukti tertulis
baru.

Hari adalah hari kalender.

BAB II
TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK

Pasal 2

Pengadilan Pajak berkedudukan di ibu kota negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN
KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Pasal 3

Permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan

Pajak diajukan kepada Mahkamah Agung melalui
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(2)

(3)

(4)

(S)

Pengadilan Pajak dengan diantar secara langsung.
Permohonan Peninjauan Kembali diajukan 1 (satu) kali
kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan
atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan
Pajak.

Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum
diputus dan dalam hal sudah dicabut permohonan
Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.
Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan
Peninjauan Kembali adalah hukum acara pemeriksaan
Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur
secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2002 tentang Pengadilan Pajak.

Pasal 4

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan secara tertulis oleh

Pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara

khusus untuk itu dengan menyebutkan alasan dan dilampiri
bukti.

(1)

(2)

(3)

Pasal 5

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima, apabila

panjar biaya perkara yang ditentukan dalam surat kuasa

untuk membayar telah dibayar lunas.

Syarat-syarat kelengkapan administrasi Permohonan

Peninjauan Kembali diatur lebih lanjut dalam Keputusan

Ketua Pengadilan Pajak.

Dalam hal Permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan

lengkap, maka Panitera Pengadilan Pajak wajib:

a. membubuhkan cap, tanggal dan hari diterimanya
permohonan Peninjauan Kembali pada surat
permohonan Peninjauan Kembali;

b. membuat akta Permohonan Peninjauan Kembali;

dan
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c. mencatat permohonan tersebut ke dalam register
induk perkara dan register permohonan Peninjauan
Kembali khusus untuk itu.

Dalam hal Permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan

tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada Pemohon.

Besarnya biaya proses Peninjauan Kembali perkara

Pengadilan Pajak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung.

Pasal 6

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam
tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak
diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak
putusan Hakim Pengadilan Pidana memperoleh kekuatan
hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak.
Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan
alasan karena terdapat bukti tertulis baru yang penting
dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada
tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan
menghasilkan putusan yang berbeda dilakukan paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan bukti
tertulis baru yang hari dan tanggal ditemukannya harus
dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat
yang berwenang.

Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan

alasan:

a. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak
dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali
yang diputus mengabulkan sebagian atau
seluruhnya dan menambah Pajak yang harus
dibayar;

b. apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum
diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

atau
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